
BADAN NASIONAL PENANGGUI.ANGAN ITRORISME
Jalan Anyar Desa Tangkil Sentul Kabupalcn tloSor Provinsi Jawa Barat, Telp. I 5oo-O

Fax. 02 1-2933969O, Website :http:/ /www.bnp.go.idlemail: humaslabnpt.So.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SATUAN KERJA: BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
TERORISME
NOMOR DAN TANGGAL SPK: 374ISPK/PPK-
UKPBJ/ 1 1/ 2023 Tanggal 16 November 2O23

Nama PPK: Amir Mahmud, S.T.

Nama Penyedia: Pf DWI MANUNGCIAL MANDIRI

PAKtrI PENGADAAN :

PEKERJAAN RENOVASI LOBI
LANTAI 2 GEDUNG BIWARA
DI KANTOR BNM RI SENTUL

NOMOR ST]RAT IlNt)ANCAN T'DNGADAAN IANGST-ING
374ltf/t rND.t rKfBJ/ tt / 202i1

TANGGAL SI'RAT UNDANGAN PENGADAAN I,ANGSUNG
O7 November 2O23

NOMOR BERITA ACA-RA HASIL PENCADAAN LANGSLING
374lBA.HPL/UKPBJ / tt /2023

TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSLING
l5 November 2023

SUMBER DANA: difubankan atas DIPA/DPA BNPT Tahun Angarun 2023 untuk mata
a ngxa rz n kegia ta n 50 I 9. EBA. I 94. OO2. G. 5 3 2 1 I I
Nilai Kontrak termasuk Pajak adalah seb€sar Rpl 82.694.900,- (seratus delapan puluh dua juta
enam ratus sembilan luh em t ribu sembilan ratus ru iah)

URAIAN P[K[,R,JAAN VOLUME HARGA SATUAN IUMLAH

Plastik matl 1 L-) R 750.000 750.000
Bia aK3 r,00 ls Rp 1 .300.000 R 1.300.000
Bia a mbuatan I 00 set 4.000.000 R 4.000.000
Mobilisasi r ,00 Is Rp 2.000.000 Rp 2.000.000

Subotzl I 8.O50.OOO
lnterior

RUANG AULA BNPT GD, BIWARA
Pemasangan back wall kayu finishing
HPL

48,66 m2 Rp 1.850.000 Rp 90.021.00O

PemasanSan meja receptionis fi nishing
HPL

4,49 m2 Rp 2.900.000 Rp 13.006.500

Pe rnasa n sticker custom 2,OO SC t Rp 3.900.000 Rp 7.800.000
Pemasa undella ef 30 8 m? 27 .500 R 840.950
Pemasa lantai ket 30 8 730.000 21 .665.930
Pemasa n sunblast ntu kaca. t2 m? 192.600 2.386.500
Pemasa ac rilic BNPf I unit 2.440.000 2.400.000
Pe masa stainless huruf timbul r set R 8.620.O00 8.600.ooo
PemasanSan kisi-kisi backwall inc. 4,00 set Rp 1 .872.OOO Rp 7.400.000
lanr LID stri
Penusa lampu spoot rrl 2,00 set Rp 664.000 r .300.000

247 300 I .120.000Pe stic ker kaca I S R

Subbtal II 156.540.440

(Zmtsl

lctt
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DIBULATXAN
TOTAL 164.590380

1An.590.OOO

18.104.900

GRAND TOTAL Rp 182.694-900

WAKIU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 14 (empat belas) hari kalender

Untuk dan atas nama Badan Nasional
Penanggulangan Tercrisme
kjabat Per$uat Kom it men

I

Kasubbag, T ata Usaha Inspektorat

Untuk dan atas nama Penyedia
Pf DWI MANUNGGAL MANDIR]

Defi lrawan
Direktur

SYARATUMUM
SURAT PERTNTAH KEryA (SPO

I LINGKUP PEKERJAAN
Penyedia yanS ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaa n dalam jangka
waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai
SPK

2. HUKUMYANGBERLAKU
Keabsahan, interprctasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
lndonesia.

3. PENYEDTA JASA KONSULTANSI MANDIRI
Penyedia berdasarkan SPK ini benanggung jawab penuh terhadap perrcnil serta pekerjaan
yang dilakukan

BIAYA SPK
a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntunSan, beban pajak dan biaya overhead serta

biaya asuransi (apbila dipersyaratkan).
b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi

penawaran biaya.

5. HAK KEPEMITIKAN
r. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak atas kepemilikan *mua barang/bahan yang

terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh
penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara
optimal penSalihan hak kepemitikan ter$ebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas Wralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak tetap pada Pejabat PenandatanSan Kontrak, dan semua

Wrulatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatangan Kontruk Wda
saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan
tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama p da saat diberikan ke

4

PPN T 1%

Amir Mahmud. S.T.
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penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yangwajar.

PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, lcrua, retribusi, dan pungutan lain
yang sah yang dibebankan oleh hukum yanS hrlaku atas pelaksanaan SPK. Semua
pengeluaran prpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.

8, JADWAL
a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal Wnandatan9anan oleh para pihak atau pada

tanggal yang ditetapkan dalam Surzt Perintah Mulai Kerja (SPMK).
b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tangSal mulai kerja yang tercantum dalam

SPMK.
c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan

diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
melakukan p.njadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI
a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai

dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
1) semua barang dan Wralatan yanS mempunyai risiko tinSgi te{adinya kecelakaan,

pelaksanaan pekerjaan, sena pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas sr"gala
risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak
dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerlanya; dan
b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam

biaya SPK.

10. PE,NANGGUNGAN DAN RISIKO
a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan , dan menangunS tanpa

batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk
tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kenrgian, denda, gugatan atau
tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap
Pejabat PenandatanSan Kontrak beseda instansinya (kecuali kerugian yang mendasari
tuntutan tersebut disebabkan kesalahan alau kelalaian lcrerat Pejabat Penandatangan
Kontrak) sehubungan dengan klaim yanS timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak
tanggal mulai kerja sampai dengan tanSSal penandatanganan bf-nta acata
penyerahan akhir:
l) kehilangan atau keruMkan Wralatan dan harta benda penyedia dan Petsonel;
2\ cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan,/atau
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak

lain.
b. TerhitunS sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tantgal Wnandatanganan brlita

acara *rah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini
merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan
oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.

c. PertanSSunSan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
Wnan1q;ungan dalam syarat ini.

I I. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
Pe bat Penanda n Kontrak be melakukan wasan dan meriksaan

6.

7. PENGALIHAN DAN,/ATAU SUBKONTRAK I

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/ atau mensubkontrakkan sebagian atau I

seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerja an hanya diperbolehkan dalam hal I

Wrgantian nama penyedia, baik xbagai aktbat pleburan (merye4 atau akibat lainnya. 
I

I
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terhadap pelakmnaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan
penSawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh
penyedia.

12. LAPORAN HASIL PEKERJAAN
a. Pemerikaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak lerhadap kemajuan

pekery'aan dalam rangka penSawasan kualitas dan waktu pelaksanaan p.kerjaan.
Hasil pemeriksaan pkerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil lrkerjaan.

b- Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh
aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai
bahan lapran haian pkerjaan yang berisi rencana dan rcalisasi pekerjaan harian-

c. Iaporan harian berisi:
'l) Wnefipatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
2) jenis,iumlah dan kondisi pralatan;
3) jenis dan kuantitas peke{aan yang dilaksanakan;
4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang

berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
5) catalan-catatan lain yang berkenaan dengan p.laksanaan.

d. lzpran harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan
disetujui oleh wakil Pejabat Penandatan8an Kontrak.

c. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporzn harian dan berisi hasil kemajuan
fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serla hal-hal pentinS yanS perlu
ditonjolkan.

f . laryan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan
fisik pekerjaan dalam peride satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu
ditonjolkan.

g,. Untuk merrkam kegiatan pelaksanaan prcyek, Pejabat Penandatangan Kontrak
membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

I

13. WAKIU PENYELESAIAN PEKERJAAN 
I

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai 
I

pelaksanaan pekeq'aan pada tangal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai 
I

dengan prqgram mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada 
I

tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK. 
I

b. Jika pekerjaan tidak s€leui pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan 
I

atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda I

keterlambatan. 
I

c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat 
I

PenandatanSan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian 
Ipekerjaan. 
I

d. Tang3al penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanSSal penyelesaian 
I

semua peketjaan 
I

I

14. SERAHTERIMA PEKERJAAN 
I

a. Setelah pekerjaan selesai I OO% (seratus persen), penyedia mengajukan prmintaan 
I

secara tertulis kepada Pejabat Penand^tan an Kontrak untuk penyerahan pekerjaan. 
I

b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan 
I

pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan. 
I

c- Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat 
I

dibanlu oleh penSawas pekerjaan dan/atau lim leknis. I

d. Apabila terdapat kekurangan'keku rungan dan/ atau cacat hasil pekerjaan, penyedia 
I

wajib memperbaiki/ menyelesa ikannya, atas peri ntah Pejabat Penandatangan Kon tmk. 
I

e. Pejabat Penandatatgan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil 
I

pe.kerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK. 
If. Pembayaran dilakukan sebesar 1OO% (seratus persen) dari biaya SPK setelah 
I

pckcriaan sclesai. I
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15. PERUBAHANSPK
a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdApat perhdaan antatz kondisi

lap.ngan Wda su.at pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
r) menambah atau mengumngi volume yang tercantum dalam SPK;
zt menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
s) mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ atau
al mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat difuntu
Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

16. PERISTIWA KOMPENSASI
a. Peristiwa Kompensasi dapt dibrikan kepada penyedi a dalam hal sebagai berikut:

I ) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapa.t memp.ngaruhi
pelaksanaan pekerjaan;

2) keterlambatan pmbayaran kegda pnyedia;
3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, Kerang)<a

Acuan Kerja dan/ atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
4\ pnyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
5) Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk

melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak
ditemuka n kerusakan/ kegag alan / peny impanganl

6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan p.nundaan plaksanaan pekerjaan;
7) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk men8atasi kondisi tertentu

yang tidak dapt diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak;

8) ketentuan lain dalam SPK.
b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/ atau

keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatan1an Kontrak
berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/ atau memberikan perpanjangan waktu
penyelesaian pekedaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data pentnjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak,
dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Pet1oanjang n wakru penyelesaian pekerjaan hanya dapa:t diberikan jika berdasarkan
data Wnunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada
Pejabat PenandatanSan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat
Peristiwa Kompensasi.

c. Penyedia tidak berhak atas ganti ntgi dan/ atau perpanjarqan waktu penyelesaian
pekerjaan jika penyedia ga*al atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

17. PERPANJANGAN WAKTU
a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pkerjaan akan melampaui

tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta prpanjangan tanggal
penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak
berdasarkan pertimbangan Pen8awas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian
pekerjaan secara tertulis. Perpanjartgan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui
adendum SPK.

b. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan
setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

18. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK
a. Penghentian SPK dapat dilakukan karcna terjadi Keadaan Kahat
b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepda

sesuai de aan telah dica termasuk:tn n

I
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1) biaya langsu ng pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan
dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat
PenandatanSan Kontrak, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan
Kontrak;

2) biaya langsung demobilisasi personel.
c- Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penand^tangan Kontrak atau

pihak penyedia.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 d^n 1267 Kjtab Undang-Undang Hukum Perdata,

pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan aqbila:
1) penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/ atau nepotisme, kecurangan

dan/ atau pemalsuan dalam pncses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang
berwenang;

2) pngaduan tentang penlmpangan prosedu r, dugaan korupsi, kolusi, danlatau
nepotisme dan/ atau Wlanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan p,ngadaan
dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;

3) penyedia lalai/ cideru janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

4) penyedia tanpa persetuju an Pejabat Penandatan9an Kontrak, tidak memulai
plaksanaan pekerjaan;

5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam
pr!8ram mutu serta tanpa persetuju an Pejabat Penandatan&an Kontrak;

6) penyedia brada dalam keadaan pailit;
7) Penyedia gagal memp.rbaiki kinerja setelah mendapat Surat Perin8atan sebanyak

3 (tiga) kali;
8) penyedia selama Masa SPK 8a8al memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu

yanS ditetapkan oleh Pejabat Penandatanlan Kontrak;
9) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penyedia untuk menunda

pelaksanaan atau kelanjutan pekedaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama
28 (dua puluh delapan) hari; dan/ atau

lO) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pe.mbayaran
untuk pembayaran taglhan anSsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana
teflrantum datam SPK

.'. Dalam hal pemutuun SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
1) Sisa uanS muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan

(apabila diberikan);
2) pnyedia membayar dend a keterlambatan (apabila ada); dan/ atau
3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

f. DalLm hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat
penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, danlatau nepotisme, dan/ at^u
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat
Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peratumn perundang-
undangan.

19. PEMBAYARAN
a. g'mbayaran prtstasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat

Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:
1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
2) pmbayaran dilakukan dengan sekaligus l OO%;
3) pembayaran harus dipotong d enda (aqbila ada), dan pajak:'

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai IOO% (seratus persen)
dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah
pengajuan permintaan pe.mbayaran dari penyedia harus sudah mengajukan sumt
permintaan p.mbayaran kepada Pejabat PenandatanBan Surat Perintah Membayar
(PPSPM).

d bila tetlapat ketidaksesuaian dalam perhitungan anSsuran, tidak akan menjadi alasan
untuk menunda ba aran- Pe abat Penandata n Kontrak da t meminta
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penyedia untuk menyampaikan perhitungan prcstasi sementara dengan
mengesampingk an hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

20. DENDA
a. Jika pkeqaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk
membayar denda kepada Pejabat Penand atan9an Kontrak sebesar I/IOOO (satu
permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan atau
1/1OOO (satu permil) dari nilai bagian SPK yang tercantum dalam SPK (tidak
termasuk PPN).

b. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan memotonS pmbayaran
prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab
kontraktual penyedia.

2I. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pejabat Penandatangan Konrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-
sungguh menyelesaikan *cara damai semua perselisihan yang timbul dari atau
berhubungan dengan SPK ini atau interprctasinya selama atau setelah pelaksanaan
pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka
perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau
Pengadilan Negeri.

22. LARANCAN PEMBERIAN KOMISI
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat PenAndatang n
Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik
langsunS; maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa p.langgaran

arat ini meru ran mendasar terhada SPK ini.l1

I

I
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